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A. Latar Belakang Masalah
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan dengan tegas bahwa Negara

Indonesia adalah negara hukum.'Menurut Moh. Mahfud MD, penerimaan Indonesia atas

prinsip negara hukum ini bukan hanya karena bunyi Penjelasan Undang-Undang Dasar
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“Indonesia ialah negafa yang berdas

alasan-alasan lainiseperti y

Tubuh Undang-Undang Das 1ya kanstitusi itu sendiri yang

di dalamnya memuat prinsip demokras bagi adanya negara hukum.?
Dalam sudut pandang lain F.J.§$tahl mukakan bahwa konsep negara hukum
mengandung empatyf:

1. Adanya pengakua

2. Pemisahan kekuasas ‘g
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4. Peradilan Tata Usaha Negara (administrative rechtspraak).
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3. Pemerintahan ber

Menurut Azhary, sebagaimana dikutip Chaerul Amir, menyebutkan bahwa negara hukum

menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas

!pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen ketiga).

’Moh.Mahfud MD, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, Cet. 3, Rajagrafindo Persada,
Jakarta, 2012, him. 140.

*Ibid. him. 142.

“Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kuta Waringin, Diskresi Hakim Sebuah Instrumen
Menegakan Keadilan Substansif dalam Perkara-Perkara Pidana, Alfabeta, Bandung, 2013, him. 1.



atau ada legalitasnya, baik berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Negara hukum
pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya.Oleh
karena itu, perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan pemerintah dilandasi
oleh dua prinsip, yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.Indonesia adalah
negara hukum modern yang meletakkan sendi-sendi hukum di atas segala-galanya. Bukan
hanya setiap warga negara yang harus tunduk, akan tetapi juga kekuasaan dan
penyelenggaraan negara pun harus didasarkan dan dibatasi oleh hukum.’

lVERSlTAS AN[)A Aok :
asyarakat sangat-eratS arena |itu, ada pameo yang

ada hukum (ubi societas ibiius)”.Di

Keterkaitan antara “huki

menyatakan bahwa “di mana ada

dalam masyarakat; manusia i antara s dengan yang lainnya.Manusia
Lo i~ W
dalam melakukan |interaksi rlangsung secara tertib dan damai, tetapi

terkadang juga menimbulkan kon#li epentingan itu terjadi, apabila
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dalam melaksanakan kepentingann§fdlsesec erugikan orang lain.

Konflik atau gangg epen _:gan _' at dibiarkan berlangsung
terus menerus, kare D anapfmasyarakat. Manusia selalu
berusaha agar tatanan n @r raka f@.& J@ g, dem i terciptanya suasana tertib,
damai, dan amanw m@,m;ﬁi/ upnya.Oleh Kkarena itu,
kesimbangan tatanan masyarakat yang terganggu haruslah dipulihkan ke keadaan semula
(restitution in integrum).’

Achmad Ali mengatakan, supremasi hukum adalah suatu keadaan dimana hukumlah yang

mempunyai kedudukan tertinggi dan hukum mengatasi kekuasaan lain termasuk kekuasaan

> Chaerul Amir, Kejaksaan Memberantas Korupsi [Suatu Analisis : Historis, Sosiologis dan Yuridis], Pro
Deleader, Jakarta, 2014, him. 1.

®Ibid. him. 2.

"Ibid.



politik, dengan kata lain sebuah negara dikatakan telah mewujudkan supremasi hukum, jika
sudah mampu menempatkan hukum sebagai panglima dalam setiap perilaku kenegaraan.
Pengertian supremasi hukum tidak boleh diartikan sekedar sebagai supremasi undang-
undang, sehingga konsep negara hukum tidak hanya berada dalam konteks negara undang-
undang dan tidak mengabaikan tiga ide dasar hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh
Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.®

Dalam sudut pandang lain Frans Magni eno_telah menjabarkan beberapa konsep negara

gbyuqi i dimana suatu negara
N
negara hukum, jika memenuhi beberapa

hukum secara lebih rinci

dianggap telah menerapkan prinsip-pri
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1. Fungsi-fungsi Kenegaras mbaga yang bersangkutan sesuai dengan

ketetapan-ketetapan sebuah undang

4@ I manusia yang paling penting karena tanpa

2. Undang-undang dasar menjami
jaminan tersebutihuku at menja

3. Badan-badan ne% --v.- asing selalu dan atas dasar

hukum yang berlaku: %
< EDJAJAAN
.L]v AKa

= D

"be pengadilan dan putusan
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4. Terhadap tindaka jan:

pengadilan dilaksanakan oleh badan negara.
5. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.®
Dua komponen terpenting yang terkandung dalam prinsip negara hukum adalah adanya

“pemisahan kekuasaan” dan “kemandirian/kemerdekaan lembaga yudikatif” (badan

kehakiman).Pemisahan kekuasaan merupakan upaya untuk menghindari penggunaan

8Achmad Ali, Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum, Prenada
Media Group, Jakarta, 2008, him. 3.
*Ibid. him. 25.



kewenangan secara absolut dari penguasa, sedangkan kemandirian lembaga yudikatif
merupakan simbol dari penegakkan hukum vyang adil dan tidak memihak
(impartial).Menurut teori pemisahan kekuasaan, masing-masing pemegang kekuasaan tidak
boleh melakukan intervensi, melainkan hanya menjadi lembaga kontrol atau penyeimbang
(check and balance).*

Negara indonesia tidak mengadobsi teori trias politika secara utuh, karena Undang-Undang

Dasar 1945 tidak secara mutlak kan_ketiga cabang kekuasaan, namun hanya
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panglima, pedoman dan penentu arah kebijakan dalam menjalankan prinsip kehidupan
berbangsa dan bernegara.

Dalam hal penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, inti dari
penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang

terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak

“Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kuta Waringin, Op. Cit, hlm. 3.
11 H
Ibid.



sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.*?

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia
terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal,
damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah
dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi

kenyataan.*?
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kehidupan yang ejéhtera lahir _bati

r‘qu_ﬂ upaya untuk mencapai
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sebagaimana tujuan negara Kedua dan keempat Pembukaan

Undang-Undang Dasar 194 gara fersebut, maka peranan

bangunan di dalz

hukum di dalam pembangunan, tiglak pertahankan kestabilan saja, tetapi
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hukum itu sendiri, termasuk menyiapkan tiap-tiap komponen yang mempengaruhi

\
atat pembangunan di dalam bidang

penegakan hukum.™

2S0erjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2008,
him. 5.

BSudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Ed. 4, Cet. 2, Liberty, Yogyakarta, 1999,
him. 145.

Y“Mochtar Kusumaatmadija, Konsep Hukum dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 2002, him. 11.

>Chaerul Amir, Op. Cit, him. 4-5.



Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara
“tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi
ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah
yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian
pergaulan hidup.*®

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, masih menurut Soerjono Soekanto, dapat ditarik

kesimpulan sementara, bahwa masalah _pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada

faktor-faktor yang
netral, sehingga dambék positif ata erletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor terse

1. Faktor hukumn

4. Faktor masyarakat, yakni | ' \ar aku dan diterapkan.

hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk

1. Perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau

sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

¥Ibid, him. 7.
YIbid. him. 8.



2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-
larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi ancaman pidana sebagaimana yang telah
diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada
orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.*®

Menurut van Hamel dalam bukunya Inleiding Studie Net, sebagaimana pendapatnya dikutip

Moeljatno, menerangkan bahwa huk alah semua dasar-dasar dan aturan-aturan

yang dianut oleh s liban.htikum (rechtsorde) yaitu

dengan melarang ! Kum dan mengenakan suatu nestapa

Dewasa ini yang menjadi ‘ alah untuk melindungi
kepentingan orang i ak "asasi manusia dan melindungi

kepentingan-kepe ngan perimbangan yang serasi dari
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pidana itu mengatu My%f;&dg d@,eb’é’a{ masyarakatnya sebagai
masyarakat, hukum pidana dijalankan untuk kepentingan masyarakatnya dan juga dijalankan
dalam hal kepentingan masyarakat itu benar-benar memerlukannya.”* Sebagai suatu hukum

sanksi istimewa, maka hukum pidana itu dapat membatasi kemerdekaan manusia

(menjatuhkan hukuman penjara atau hukuman mati). Hukum pidana memuat sanksi-sanksi

8Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cet. 7, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, him. 1.

“Ibid. him. 8.

2F Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Cet. 3, Storia
Gafika, Jakarta, 2002, him. 55.

2Ytrecht. E, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, Pustaka Tintamas, Surabaya, 1987, hal. 57-58.



atas pelanggaran kaidah hukum, yang jauh lebih keras dan berakibat lebih luas dari pada
kerasnya dan akibat sanksi-sanksi yang termuat dalam hukum-hukum lain, seperti hukum
privat, hukum tata usaha negara, dan sebagainya.??

Dalam konteks ini, negara Indonesia sebagai penguasa dan dalam rangka melakukan
penegakan hukum, berhak menjatuhkan sanksi pidana dan merupakan satu-satunya subjek
hukum yang mempunyai hak untuk menghukum (ius puniendi). Alasan negara berhak untuk

menjatuhkan sanksi pidana adalah :*®

penderitaan it : utan | bertindak layak dan
menghindarkan

Penerapan hukum pi

> v W A
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praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosia
Muladi berpendapat, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan
yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil,

hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan

Ibid. him. 149.

bid. him. 178.

#Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisioalisme, Bina Cipta,
Bandung, 1996, him. 14.



substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal
apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana
berupa ketidakadilan.?® Sedangkan Mardjono Reksodiputro menilai, sistem peradilan pidana
(criminal justice system) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi
masalah kejahatan.?® Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem peradilan

pidana adalah terutama instansi atau badan yang kita kenal dengan nama : kepolisian -

2. Menyelesaikan at puas bahwa keadilan

telah ditegakan

3. Mengusahakan | mereka yang dak mengulangi lagi

kejahatannya.

Dalam dinamika antara individu dengan

-.va Fara pihak terkait.Untuk

dapat menyelesaikan f Ia erseb 0 .. diperlul an, campur tangan institusi

D J AJA : ~y
khusus yang memthrkéd @_MﬂW‘F\%n rhﬁ%nyelesaian itu tentunya

harus didasarkan pada patokan-patokan yang berlaku secara obyektif.Fungsi ini lazimnya

lainnya.Konflik yang

dijalankan oleh suatu lembaga yang disebut dengan lembaga peradilan, yang berwenang

untuk melakukan pemeriksaan, penilaian dan memberikan keputusan terhadap konflik.

SMuladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995,
him. 4.

*Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku
Kelima, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia,
Jakarta, 2007, him. 84.

*"Ibid. hal. 85.

*Ibid. hal. 84-85.



Wewenang yang sedemikian itulah yang disebut dengan “Kekuasaan Kehakiman” yang di
dalam prakteknya dilaksanakan oleh “hakim”.?®

Mochtar Kusumaatmaja menambahkan, dengan demikian, jelas bahwa hakim atau para
hakim memiliki “kekuasaan yang besar terhadap para pihak (justiable) berkenaan dengan
masalah atau konflik yang dihadapkan kepada hakim atau para hakim tersebut.**Sedangkan
Areif Sidharta berpandangan, dengan demikian berarti pula bahwa para hakim dalam
menjalankan tugasnya sepenuhnya memik
menyadari tanggu =‘ W

sangat jauh pada eh‘i’dupan para

anggung jawab yang besar dan harus

M dapat fmembawa akibat yang

orang-orang [lain yang terkena oleh

-~
jangkauan keputusan itu. K idak dil bahkan dapat mengakibatkan

Al e ol

penderitaan lahir dan bati batin' para yustiable yang

bersangkutan sepanjang perjalananghic

@ edalaman tugas seorang hakim, sejatinya

bukan hanya dituj \' alankan fungsi p sbih jauh hakim dituntut

Ismansyah dan Henni Muchtar

'
i

untuk dapat menyelesaike oblem g tegadi, sehingga para hakim

seharusnya menjadi seorang % ;@@‘.rw terlebih dahulu sebelum
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menjadi hakim. OM@W& Henjadi orang yang waspada

terhadap nasib dan keadaan bangsanya dari kemungkinan kehancuran sosial atau

ketidakstabilan sosial. Hakim harus berani melakukan suatu rule breaking, yaitu melakukan

2 suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, him. 24-25.
*Ibid. him. 25.
*bid.



terobosan-terobosan hukum yang bersifat progresif, demi membantu bangsa dan negaranya
keluar dari keterpurukan.

Bismar Siregar mempertegas : “undang-undang secara jelas menegaskan tanggung jawab
hakim itu bukan kepada negara, bukan kepada bangsa, tetapi pertama kepada Tuhan Yang
Maha Esa, baru kepada diri”. Diungkapkan lagi bahwa “ kalau inilah landasan tanggung

jawab hakim, akankah ia ragu-ragu menguji, kalau perlu membatalkan peraturan yang

s 33

bertentangan dengan Pancasila dan Tuhan-Yang Maha Esa”.

[VERSITAS ANDA
Elmaan aarl Kekuasaan

Lembaga peradilar dikatif (kekuasaan kehakiman)

yaitu kekuasaan tng diberikan oleh ntuk menjalankan proses penegakan
i

hukum dan keadi merupakan subsistem dalam

n yang

pelaksanaan sistern peradil dapat jpara hakim yang akan

bertugas melaksanakan kewenang g-undang yaitu mengadili.®

Kekuasaan kehakiman dilakukan seb ahkamah Agung da
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berada di bawahnya dalam" Lingkung 2t adilan Agama, Peradilan

badan peradilan yang

Militer, dan PeadilanmTa ../ Mahkamah Konstitusi.>®

Mahkamah Agung merupaka Fﬂ@,’,&m i u-& g ada di Indonesia selain

DJAJAA
fungsinya sebagal\knaﬂag_ﬂ%mﬂg

bawahnya, Mahkamah Agung juga menjadi tembok terakhir bagi para pencari keadilan,

peradllan yang ada di

% |smansyah dan Henni Muchtar, “Penegakan Hukum oleh Hakim (Serba-Serbi Paradigma Hukum

Progresif)”, Jurnalllmu Hukum Yustisia, Vol. 20 No. 1, Januari-Juni (2013), Fakultas Hukum Universitas Andalas,
Padang, him. 106.

%3 Suhrawardi K. Lubis, Loc.Cit, him. 26.
$4pasal 24 UUD 1945 hasil amandemen.
®pasal 1 Angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 8 Tahun

1981, LN RI Tahun 1981No. 76, TLN RI No. 3209 yang berbunyi : “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang
diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili”.

%pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.



Sedangkan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan dalam tingkat pertama dan
terakhir bagi sengketa-sengketa konstitusi.*’

Kekuasaan kehakiman merupakan lembaga penegakan hukum dalam sistem peradilan
pidana (Criminal Justice System) merupakan suatu tumpuan harapan dari para pencari
keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta

diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penilaian dan penetapan nilai prilaku manusia

serta menentukan nilai situasi konr nyelesaikan persoalan atau konflik yang

[VERSITAS ANDA[
an nukum

ditimbulkan secara i kan ok ektif.*
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Dalam praktek persidangan perkara ederhana tugas pokok dan wewenang
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hakim adalah menerima da a yang diserahkan kepadanya.

Dalam Undang-Undang Nc asaan| Kehakiman dijelaskan

bahwa tugas pokok hakim adalah , dan memutus setiap perkara yang
diajukan kepadanye i

Putusan yang dijatuhkai 1 olet hak'_' " diri dari beberapa bentuk
termuat dalam Pasal 194, da 1 j : .0/‘ cara Pidana, diantaranya

bebas, lepas dari segala tun m&.*ﬂm an pidana.* Sedangkan bentuk
EDJAJAA '

. o>
sanksi atau hukummgq A ap gejiiMdijelaskan dalam Pasal

10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu :*°

a. Hukuman-hukuman pokok :
le. Hukuman mati
2e. Hukuman penjara
3e. Hukuman kurungan

¥"Lihat Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

*8Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya Bakti : Bandung,
2004, him. 93.

*M. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan
Komentar, Politeia, Bogor, 1997, him. 169 dan 171.

“OR. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal
Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1991, him. 34.



4e. Hukuman denda

b. Hukuman-hukuman tambahan :
le. Pencabutan beberapa hak tertentu
2e. Perampasan barang yang tertentu
3e. Pengumuman keputusan hakim

Pemeriksaan perkara pidana di Indonesia secara normatif (substansi) menunjuk kepada
peraturan induk yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP),
beserta aturan lain yang memiliki keterkaitan dengan ketentuan tersebut. Tahapan

pemeriksaan dalam aturan itu dapat digambarkan adalah :**
UNWERSITAS ANDALAS ~

a. Tahap Penyelid IF’ ‘m

b. Tahap Penyidi @n,

c. Tahap Penuntutan.
d. Tahap pemeriksaan di sig ‘
e. Upaya hukum biasa dan luar bidsa

f. Pelaksanaan putusan pengadila |

Sistem pemid: \ keseluruhan ketentuan
undang-undang yang pidana itu ditegakkan atau
dioperasionalkan seca r konkre

<
o
berarti semua atuWu dang

pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem

"“"“*WJ c’.. sanksi (hukum pidana). Ini
E,‘.)JA!’AAN_ >

3

TGO i
dangan-mengenai,, hukdm'-pidana substansif. Hukum

pemidanaan.*?
Di dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat

luas untuk memilih jenis pidana (strafsoort) yang dikehendaki, sehubungan dengan

“Anthon Freddy Susanto, Wajah Peradilan Kita Konstruksi Sosial tentang Penyimpangan, Mekanisme
Kontrol & Akuntabilitas Peradilan Pidana, Refika Aditama, 2004, him. 82.

“’Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP
Baru), Cet. 2, Kencana Prenada Media Group, 2010, him. 115.



penggunaan sistem alternatif dalam pencantuman sanksi pidana dalam KUHP, di mana
sebagian besar perumusan delik ada di sini, ada yang pilihannya dua misalnya pidana
penjara atau denda.*® Selain ketentuan dalam KUHP tersebut, terdapat juga penerapan sanksi
pidana atau pemidanaan di luar KUHP yang menerapkan sistem pidana minimal khusus.
Ketentuan tentang sistem pidana minimal khusus dalam Undang-Undang setidaknya telah
berlangsung sejak era tahun 1997-an.

Dengan penjatuhan pidana, maka a_konflik harus selesai, keseimbangan harus

kembali dan men @Qa 'ra akatS Ujuan thukum pidana dengan

segala operasional ya"pada hakekatn ion of the public and the promotion of

justice for victim, affender, a

~ NN

Dalam setiap sistem peradil anaan sebenarnya merupakan

jantungnya dan dengan demikia al. Hal|ini disebabkan karena

keputusan berupa enjatuhan piddh andung konsekuensi yang luas, baik yang

menyangkut pelak

Hakim dalam melaksanaka s dan ang’diberikan kebebasan untuk

menjatuhkan putusan sesuai o-"g‘@,’ «%"‘i a berdasarkan serangkaian proses
o EDJAJA : oD

pembuktian yang te endah sebelummnya;-kebebasan téFsebut dijamin oleh undang-
undang sebagai kewenangannnya yang bebas dan merdeka dari segala pengaruh apapun,

baik dari lingkup intervensi internal maupun eksternal.*®

“*Muladi, Op. Cit, him. 107.

“Muladi, Op. Cit, him. 105.

**Ibid.him. 106.

“®Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kuta Waringin, Op. Cit, him. 192.



Landasan kebebasan hakim tersebut juga tertuang dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa :*’

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk meyelenggarakan
peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum

Republik Indonesia”.

kekuasaan kehakiman

dilarang, kecuali - imak - Undang-Undang Dasar

moral kepada Tuhan Yang : afla konstitusi, peraturan

a terbelah menjadi dua

Terhadap ketentuan_pidana minimum. KFusts para hakim pidat

faham, faham perta o Q@%@%m&m{ndwm bahwa ketentuan
pidana minimum khusus yang ditentukan dalam undang-undang merupakan ketentuan
imperatif yang sama sekali tidak boleh disimpangi, namun menurut faham kedua yang
terdiri dari kelompok hakim yang berpendpat bahwa dalam hal-hal tertentu hakim tidak tabu

untuk menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus, karena hakim bukanlah corong

“’Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaaan Kehakiman.
“®pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaaan Kehakiman.
“Achmad Rivai, Penemuan Hukum oleh Hakim : dalam Perspektif Hukum Progresif, Cet. 2, Sinar Grafika,

Jakarta, 2011, him. 3.



undang-undang, sehingga jika ada kepentingan yang sangat mendesak bagi tercapainya
keadilan, sah-sah saja bagi hakim untuk menerobos ketentuan pidana minimum Kkhusus
dalam undang-undang.*

Sebagai studi kasus dalam tesis ini adalah putusan hakim yang memutus perkara pidana di
bawah batas minimum, yaitu perkara pidana Nomor :02 /Pid.B/2012 /PN.SWL tanggal 05
Januari 2012 atas nama terdakwa Govienza Rahmat Arisky. Fenomena putusan hakim ini

sungguh relevan dan menarik untuk diteliti, apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan

tentang bagaimana I ,.,,:"- ya dalam memutus perkara di bawah

batas pidana minirJaI, yang

judul :

KEBIJAK § “ KARA PIDANA DI
BAWAHBATAS DAN KEWENANGAN
SEORANG HAKI .B/2012 /PN.SWL tanggal

i M
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka penelitian dalam penulisan
tesis ini berusaha untuk menemukan jawaban tentang permasalahan-permasalahan sebagai

berikut :

1. Bagaimanakah kebijaksanaan hakim dalam proses penyelesaian perkara pidana Narkotika

Nomor : 02 /Pid.B/2012 /PN.SWL pada Pengadilan Negeri Sawahlunto?

**Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kuta Waringin, Op. Cit, him. 124,



2. Apa yang mendasari kebijaksanaan hakimdalam memutus perkara pidana narkotika
Nomor :02 /Pid.B/2012 /PN.SWL pada Pengadilan Negeri Sawahlunto di bawah batas
minimum?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diatas, penelitian dalampenulisan tesis ini

bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kebijaksanaanhakim datam—proses penyelesaian perkara pidana
. UNWERSITAS ANDALAS -
.B/2012 /PN.SWL pada 'ngagﬂln Negeri Sawahlunto

di bidang hukum pidana ndonesia, se tharapkan dapat memperkaya khasanah
keilmuan,menambah dan melangkapi perbendaharaan koleksi karya ilmiah serta
berkontribusi pemikiran yang menyoroti dan menganalisa kebijaksanaan hakim dalam
menjalankan kewenangannya menjatuhkan putusan di bawah batas minimal dikaitkan

dengan tugas dan kewenangan seorang hakim.



2. Dari sisi praktis, sebagai sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum mengenai
dasar dan faktor pertimbangan hakim dalam memutus perkara dikaitkan dengan tugas dan
kewenangan seorang hakim.

E. Kerangka Teoridan Konseptual

1. Kerangka Teori
Kerangka teori dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu : teori
hukum ; asas-asas hukum; doktrin huk asan pakar hukum berdasarkan pembidangan

kekhususannya Fe Do 1ERSITAS AN al

penulisan kerangka teoritis.™

pat dituangkan dalam

a. Teori tentang tujuan pe
Ada tiga golongan utama ‘ 1an pidana :
(1). Teori absolut atau teori pe

a pidana tidaklah} bertujuan untuk yang

prakitis, -\ el : ah dirilah yang mengandung
unsur-unsuriunte :/ ara mutlak ada, karena

erlu - un

Teori pembalasan mengs

dilakukan_ suatu_ ke @\ __;@l memikirkan manfaat

) Oy EDJAJAA
menjatuhk ¥ pidana etiapkeje

kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana

<5
harus: berakibat dijatuhkan pidana

merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi
menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana adalah pembalasan.

(2). Teori relatif atau tujuan

*17ainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, him.79.
*2Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Cet. 2, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005, him. 32-37.



Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat
dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini
berbeda-beda : menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan
prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada
umumnya tidak melakukan delik. Sedangkan tujuan prevensi khusus ialah
mencegah niat buruk pelaku (dader) bertujuan mencegah pelanggar mengulangi

perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang

-.a\_JN“]ERSITAS ANDALAS >

i
Bl

direnca aka

(3). Teori gabungan
Ada yang menit pula 'yang ingin agar unsur
pembalasan dan ' arena itu tidak saja hanya

mempertimbangkan maga g terdapat dalam teori pembalasan),

tetapi | ga harus bers@hjaan

dimaksudkan pada teo u . De atlhan suatu pidana harus

Up! ei)ada penjahat itu sendiri

% angan antara pidana yang

ertimbangkan masa datang (seperti yang

g

e

memberikanirass

|y

disamping epada .1. , .'..

DJA l A A
dijatuhkan déngand W

b. Teori Keadilan

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama,
adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, kapan seseorang
menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan
dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat

bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya

%3E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Op. Cit. him. 63.



ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan Kketertiban umum dari masyarakat
tersebut.*

Dalam konsepsi Islam, adil berasal dari bahasa Arab, adl, yang merupakan kata benda
dari adala berarti : (1) meluruskan atau jujur, (2) menjauh, meninggalkan dari dari
suatu jalan (salah) menuju jalan yang benar, (3) menjadi sama atau sesuai atau
menyamakan, (4) membuat seimbang atau menyeimbangkan atau dalam keadaan
seimbang.”

Kata adil 3 fke ila

merupakan pengejawantahan dari

RSITAS ANDA
d ombDinasi —da

A zmI}ﬁ moral dan sosial yang

1. Fairness (kejujura
2. Balance (keseimb
3. Temperance (pertengahdh,

4. Straightforwardness (kejlj

Keadilan merupakan s ! n / m memang tidak hanya
keadilan, tetaprijuge aatan’ ldealnya hukum memang

harus - mengakomodir ‘}@b J@" _ misalnya, sedapat mungkin
O\ DJAJA
merupakan\regdlﬁhue dakin ke ganya. S

berpendapat, diantara ketiga tujuan hukum itu, keadilan merupakan tujuan hukum

% TGO
pun ™ demikian, tetap ada yang

yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat tujuan hukum satu-satunya.
Contohnya ditunjukan oleh seorang hakim Indonesia, Bismar Siregar dengan

mengatakan, bila untuk menegakan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan

*Agus Santoso, Hukum, Moral dan Keadilan : Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Kencana Prenada Media
Group, Jakarta, 2012, him. 85.

*Ibid. him. 86.

*bid. him. 94.



saya korbankan hukum itu. Hukum hanya sarana sedangkan tujuannya adalah
keadilan.*’

Masalah keadilan (kesebandingan) merupakan masalah yang rumit, persoalan mana
dapat dijumpai hampir pada setiap masyarakat, termasuk Indonesia. Hal ini terutama
disebabkan karena pada umumnya orang beranggapan bahwa hukum mempunyai dua

tugas utama, yakni mencapai suatu suatu kepastian hukum serta mencapai

~t 58

kesebandingan bagi semua ma

Thomas Aq 2lompok; yaitu keadilan umum
- g '[

eadilan umum adalah keadilan menurut

-~ %

kehendak undang-und tunaikan demi epentingan umum. Sedangkan

LA Lo '

N A
P O W Y

(justitia generalis), dan keadilz

keadilan khusus adalz au proporsionalitas. Keadilan

khusus ini dibedakan menjaq justitial distributiva), keadilan

komutatif (justitia commuta )da

an vindikativa (justitia vindicativa).>®
utif —_— ‘

Keadilan di kepada setiap orang

didasarkan ataswja il haknya masing-masing.
Keadilan distribi -w @Iu. Jmm tara masyarakat dengan perorangan.

EDJAJAA oy .
bukan be melainkan perbandingan.

Di sini peng i WU keadils
Misalnya, seorang bekerja dapat upah Rp. 20.000,- per jam, maka ia mendapatkan Rp.
80.000,- apabila bekerja 4 jam lamanya.

Keadilan komutatif ialah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota

tanpa memperdulikan jasa masing-masing. mempersamakan antara prestasi dengan

*"Muhamad Erwin, Filsafat Hukum : Refleksi Kritis terhadap Hukum, Ed. 1, Cet. 2, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2012, him. 218.

%830erjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Cet. 19, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, him.
183.

*Muhamad Erwin, Op. Cit, him. 226.



kontraprestasi. Misalnya, karena petugas sama-sama berpangkat kepala seksi, maka
gajinya sama besarnya tanpa mengingat berat ringannya pekerjaan.

Keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti
kerugian dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau
denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang
dilakukannya.

Aristoteles (384-322 SM) memberikan sumbangan yang cukup besar bagi pemikiran

barang-barang dan Jan ma SINg-masing forang sesuai dengan

sehari-hari harus ada

suatu tindakan yang

Plato mengemukakan tentang esensi keadilan yang dikaitkan dengan kemanfaatan. la
mengemukakan bahwa :
“Keadilan mempunyai hubungan yang baik dan adil ditentukan oleh pernyataan bahwa

yang belakangan menjadi bermanfaat dan berguna hanya apabila sebelumnya

Ibid. him. 223.
®21bid. him. 230.



dimanfaatkan, yang menyatakan bahwa gagasan tentang keadilan menghasilkan satu —
satunya nilai dari gagasan tentang kebaikan”®

Jhon Stuart Mill memfokuskan konsep keadilan pada perlindungan terhadap
klaim — klaim.Tujuan dari klaim itu untuk meningkatkan kesejahteraan dan memegang
janji secara setara. Secara setara diartikan bahwa kedudukan orang adalah sejajar

(sama tingginya), sama kedudukannya atau kedudukannya seimbang.®®

Esensi keadilan menurut

ogresif, maka ia dapat

A A }
yang osiif: stiS. Dalam cara berhukum
terakhir, maka berhukum adalah menerapkan undang-undang. Cara berhukum yang

demikian ini semata-mata berdasarkan undang-undang atau “mengeja undang-

%2 Hans Kelsen, Dasar — Dasar Hukum Normatif, Bandung, Nusa Media, 2008, him. 117.

% Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis,
Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2014, him. 29.

*1bid.hIm. 30.

®Ibid



undang”. Di sini orang tidak berpikir jauh kecuali membaca teks dan logika
penerapannya.®

Hukum progresif tidak berhenti pada membaca teks dan menerapkannya seperti
mesin, melainkan suatu aksi atau usaha (effort). Cara berhukum memang dimulai dari
teks, tetapi tidak berhenti hanya sampai disitu melainkan mengolahnya lebih lanjut,
yang disebut aksi dan usaha manusia tersebut. Dengan demikian cara berhukum

secara progresif itu lebih menguras.energi, baik pikiran maupun empati dan

- UNIVERSITAS ANDA[ 4 o=

dalam ranah legisl ~ a - akhirnya hakimlah yang

N NG

Menurut Artidjo Alkostar, untuk menggambarkan hakim yang progresif, tidak dapat

lepas dari kualifikasi standar tinggi yang mencakup penguasaan kompetensi

%6Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif : Aksi, Bukan teks”, dalam Satya Arinanto dan Ninuk triyanti (Editor),
Memahami Hukum : dari Konstruksi sampai Implementasi, Raja Grafindo, Jakarta, 2009, him. 3.
67 i
Ibid.



keilmuan, kecakapan profesional, dan kualitas kepribadian yang dilekatkan pada
hakim sebagai subjek penegakan hukum.®®

d. Teori Kebijaksanaan
Teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan
anak.Landasan dari teori kebijaksanaan ini menekankan rasa cinta terhadap tanah air,

nusa dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk, dan

dibina.Selanjutnya aspek teori menekankan bahwa pemerintah, masyarakat,
VvERSITAS AND
keluarga d'ﬁ&, Ak

pertanggung
mendidik, dan melindungi an r kela dapat menjadi manusia yang berguna

o embimbing, membina,

. ”~ —

bagi keluarga, masya gsanya. -
. Tl

2. Kerangka Konséptual X GENEs

Adapun kerangka konseptual yahg

ulisan tesis ini adalah :

/ 1g-undang kewenangan
untuk mengad an.dari beberapa hal yang harus
dimiliki oleh seg w hak @%J@“ f"'&b an yang luas, intuisi atau

tDJAJAA
instink yanm\%mwas

baik dan terjaga dari pengaruh-pengaruh buruk dalam kehidupannya.

a. Kebijaksanaan Hakim.

Hakim adal

etlka dan moralitas yang

b. Memutus (vonis)
Vonis atau putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan di depan

sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, atau bebas atau lepas dari

%M. Syamsudin, Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012,
him. 256.

%Achmad Rivai, Op. Cit, him.112-113.

"pasal 1 angka (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-
Undang ini.™

c. Batas minimum
Pengertian minimum atau minimal secara universal adalah penjatuhan hukuman
terendah (minimum) yang bersifat umum (universal) yang berlaku bagi setiap perkara
dengan jenis hukumannya masing-masing.’

F. Metode Penelitian

penelitian yang di fokuskan untuk mengkaj i’hukum dengan mengacu
pada norma-nor

pengadilan dan nomn , ang; m-masyara :
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis; yaitu dengan cara menggungkapkan peraturan-
perundangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang relevan dan pelaksanaannya
untuk selanjutnya dihubungkan dengan masalah/isu hukum yang diteliti.”

2. Pendekatan masalah

pasal 1 angka (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2jurnal.unej.ac.id/index.php/eJLH/article/download/563/387, diunduh tanggal 3 Maret 2015, pukul 11.12
WIB.

" Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cet. 13, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2011, him. 13-14.

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, him. 109.

Ibid, him. 105-106.



Menurut Peter Mahmud Marzuki, di dalam penelitian hukum terdapat beberapa
pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari
berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.”® Pendekatan-
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statue approach),
pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approah), pendekatan
komparatif (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).”’

Sesuai dengan tipe penelitian hukum normatif dan sesuai dengan isu hukum yang diteliti,

penelitian ilmuszi ial lainnhya, ha i jenis datanya. Bahan-bahan

hukum yang diglinakan meliputi : bahan F hukum sekunder; bahan

Bahan hukum primer-adala f J jan-nasional -yang menjelaskan masalah

yang diteliti. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaaan Kehakiman.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

"®peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. 7, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, him. 93.
T hi
Ibid.
Ibid. him. 94.
™ Amirudin dan Zainal Asikin, Cet. 2, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet. 2, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2004, him. 31.



4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum
primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar
hukum.®® Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang
dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.’ Sedangkan bahan hukum
tersier/penunjang adalah bahan-bahan hukum yang memberikan keterangan atau petunjuk

mengenai bahan hukum primer_dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Bahasa dan

UNWERSITAS ANDALAS -

t bagi penulisan ini diperoleh

Kamus hukum.r“

Teknik Peng mpﬁlén Data
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Data sekunder Berupa bak | ng berma
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dengan cara studi doku y.study), yaitu data diperoleh

ahg be dari peraturan perudang-undangan, buku-

I

melalui penelitian kepustakaan

enelitian yang be

buku, dokumen resmi aitan dengan masalah

yang akan ditelitiy

. Pengolahan Data_hAn i, Hukurm ,d
< >
Kegiatan meraptkan, _da
rlaN‘U}(

pakai untuk dianalisis.** Dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil

-

a-pasil-hasil pengurpt an.date. di apangan sehingga siap

JB.L\N(’-

diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Dengan cara

editing, yaitu meneliti kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang

®lbid. him. 32.

#150erjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op. Cit, him. 24.

%Ibid. him. 32.

8 Zainuddin Ali, Op. Cit, him. 107.

8 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, him. 72.



dikumpulkan yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (reabilitas)
data yang hendak dianalitis.®

Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis selanjutnya melakukan
analisis secara deskriptif kualitatif, yakni menggambarkan dan menguraikan secara secara
lebih jelas dengan kata-kata yang tersusun secara sistematis sehingga dapat menjawab

semua permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

8 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet. 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2004, him. 118.



